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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUELIK INDONESIA

NOMOR 80 TAHUN 2025

TENTANG

PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS DAN RENCANA KERJA

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

SK No 254065 A

KEMENTERIAN /LEMBAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk melaksanakan ketentudn Pasal 8 avat (10)
Undang-Undang Nomor 359 Tahun 2024 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Masicnal
Tahun 2025—2045, perlu menetapkan Peraturan Presiden
tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja
Kementerian/ Lembaga;

1. Pasal 4 ayatl (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomar 59 Tahun 2024 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasianal
Tahun 2025—2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6987);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENYUSUNAN RENCANA
STRATEGIS DAN RENCANA KERJA
KEMENTERIAN /LEMBAGA,

BABI ...
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TENTANG

PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS DPAN RENCANA KERJA
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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal B ayat (10)
Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 20252045, perlu menetapkan Peraturan Presiden
tentang Penyusunan Kencana Strategis dan Rencana Kerja
Kementerian/Lembaga;

1, Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2025—2045 [Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara
Repubilik Indonesia Nomor 6987),

MEMUTUSKAN:
PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENYUSUNAN RENCANA
STRATEGIS DAN RENCANA KERJA
KEMENTERIAN /LEMBAGA.

BAB1...
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Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini vang dimaksud dengan:

1.

5.

Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan
oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai
tujuan bermegars,

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2025 2045 yang selanjuinya disebut sebagai RPJP
Nasional adalah dasar hukum perencanaan Pembangunan
Nasional untuk periode 20 (dua puluh] tahun terhitung
sejak Tahun 20235 sampal dengan Tahun 2045,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasionil yang
sclanjutnya disebut RPJIM Nasional adalah dokumen
perencanaan Pembangunan Nasjonal untuk periode
5 (ima) tahun vang merupakan penjabaran dari visi, misi,
dan program pasangan Presiden dan Wakil Presiden
dengan berpedoman pada RPJP Nasional.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Kementerian/ Lembaga yang selanjutnya disebut Rencana
Strategis Kementerian /Lembaga atau disebur Renstra-KL
adalah dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga
untuk periode 5 (lima) tahun.

Rencana Pembangunan Tahunman Nasional vang
selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah atau
disingkat RKP  adalah  dokumen  perencanaan
pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.

Rancangan Rencans Pembangunan Secara Teknokratik
yang sclanjutnva disebut Rancangan Teknokratik RPJIM
Nasional adalah perencanaan yang dilakukan dengan
menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk
menganalisis kondisi abjektif dengan mempertimbangkan
beberspa skenario pembangunan selama periode rencana
berikutnya dalam rangka penyusunan RPJM Nasional.

7. Prioritas . . .
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Prioritas Pembangunan adalah serangkaian Kkebijakan
untuk menyelesatkan isu strategis vang dianggap sebagai
prioritas vang penvelesaiannya dilaksanakan melalul
prioritas nasional, program. prioritas, kegialan prioritas,
dan provek prioritas,

Rancangan Teknokratik Renstra-KL adalah perencanaan
yvang dilakukan dengan menggunakan metode dan
kerangka berpikir ilmiah untuk menganalisis kondisi
ohjektif dengan mempertimbangkan beberapa skenario
pembangunan sclama periode rencana berikutnya dalam
rangka penyusunan Renstra-kL,

Rencana Pembangunan Tahunan Kementerian/Lembaga
yang selanjutnya disebur Rencana Kerja
Kementerian/Lembaga atau disebut Renja-KL adalah
dokumen perencanaan kementerian/lembaga untuk
periode 1 [satu) tahun,

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga, yang
sefanjutnya disingkat RKA K/L, adalah dokumen rencana
keuangan tahunan Kementenan/Lembapa vang disusun
menurut bagian anggaran Kementerian { Lembaga.

Kementerian  adalah  perangkat  pemerintah  yang
membidanm urusan tertentu dalam pemerintahan.

Lembaga adalah organisasi non Kementerian negara dan
instansi lain pengguna angegaran vang dibentuk untuk
melaksanakan tugas tertentu berdasarkan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan
lainnya.

Unit Kerja Eselon | adalah instansi di  bawah
Kementerian/Lembaga vang dipimpin oleh pejabat yang
bertanppung jawab melaksanakan program unit eselon |
dan/atau kebijakan kementerian/Lembaga.

Unit Kerja Eselon |l adalah instansi di bawah Unit Kerja
Eselon | yang dipimpin oleh pejabat yang bertanggung
jawab melaksanakan kegiatan dar program unil eselon [
dan/atau kebijakan Kementerian/Lembaga.

15, Visi . .
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Visi Kementenan/Lembaga yang selanjutnya disebut Visi
adalah penjabaran visi Presidenn dan Wakil Presiden
sebagaimana dimuat dalam RPJM Nasiona! yang disusun
dalam bentuk rumusan umum mengenai keadaan yang
diinginkan pada akhir periode perencanaan sesuai dengan
tugas dan fungs: Kementerian /Lembaga.

Misi Kementenan/Lembaga yvang selanjutnyva disebut Misi
addlah penjabaran misi Presiden dan Wakil Presiden
sebagaimana dimuat dalam RPJM Nasional yvang disusun
dalam bentuk rumusan umum mengenai upava-upayva
yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi sesual
dengan rugas dan fungsi Kementenan/ Lembaga.

Tujuan adalah penjabaran atas Visi dalam rangka
mencapai sasaran program prioritas Presiden dan Wakil
Presiden.

Arah Kebijakan adalah penjabaran urusan pemerintahan
dan/atau Prioritas Pembangunan sesuai dengan visi dan
misl Presiden dan Wakil Presiden vang rumusannva
mencerminkan  bidang  urusan  tertentu  dalam
pemerintahan yang menjadi tanggung  jawab
Kementerian / Lembaga, berisi satu atau beberapa Program
untuk mencapai sasaran strategis penyelenggaraan
pemerintahan dan pembanpgunan dengan Indikator
Kinerja vang terukur.

Kehijakan Kementerian/Lembaga vang selanjuinya
disebut  Kebijekan  pdalah  penjabaran  urusan
pemerintahan dan/atau Prioritas Pemmbangunan sesuai
dengan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden vang
rumusannya mencerminkan bidang urusan tertentu
dalam pemerintahan yang menjadi tanggung jawab
Kementerian/Lembaga. berisi satu atau beberapa upaya
untuk mencapal  sasaran  strategs | penvelenggaraan
pemerintahatt dan  pembangunan dengan Indikatar
Kinerja yvang terukur, dalam bentuk Kerangka Regulasi,
serta  kerangka pelayanan umum dan  inveslasi
pemerintah.

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-
program indikati untuk mewujudkan Visi dan Misi.

21. Sasaran . .
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Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga adalah kondisi
yang ~ akan dicapai secara  nyata oleh
Kementerian/Lembaga yang mnm.-f:?mnkan pengaruh
yang ditimbulkan oleh adanya hasil dari salu atau
beberapa Program.

Sasaran Program adalah hasil vang akan dicapal dart
suatu program dalam rangka pencapalan Sasaran
Strategis Kementenan/ Lembaga.

Sasaran Kegiatan adalah hasil yang akan dicapai dan
suatu kegiatan dalam rangka pencapaian Sasaran
Program yang mencerminkan berfungsinya Keluaran
Kegiatan.

Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan
menggambarkan pencapaian  dari  tujuan  maupun
Sasaran.

Indikator Kinerja Sasaran Strategis adalah ukuran
kuantitatif atau  kualitatif yang menggambarkan
keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis.

Indikator Kinerja Program adalah ukuran kuantitauf atau
kualitatil yang menggambarkan keberhasilan pencapalan
Sasaran  Program  sesuat  tugas dan  fungsi
Kementerian / Lembaga.

Indikator Kinerja Kegiatan adalah ukuran kuantitatif atau
kualitaul vang mengeambarkan keberhasilan pencapaian
Sasaran Kegiatan scsuai tugas dan fungsi unit kerja
Kementerian/Lembaga,

Program Kementerian/Lembaga vang selanjutnya disebut
Program adalah penjabaran Kebijakan
Kementernian/Lembaga di  bidang tertentu  yang
dilaksanakan dalam bentuk upava yang berisi satu atau
beberapa Kegiatan dengan menggunakan sumber daya
yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur
sesuai dengan misinva yang dilaksanakan instansi atau
masyarakat dalam koordinasi Kementerian/Lembaga yvang
bersangkutan. '

Kegiatan Kementerian/Lembaga yvang selanjutnya disebut
kegiatan adalah nomenklatur yang menggambarkan
aktivitas  yang dilakukan oleh unit kerja
Kementerian/lLembaga yang  bersangkutan  untuk
menunjang Program vang telah ditentukan.

30, Keluaran . . .
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Keluaran Kegiatan adalah output berupa barang atau jasa
yang dihasilkan oleh kuasa pengguna anggaran level unit
kerja eselon Il atau satuan kerja vang dilaksanakan untuk
mendukung pencapaian Sasaran Kegiatan.

Target adalah hasil dan satuan hasil yvang direncanakan
akan dicapai dan setiap Indikator Kinerja.

Lokasi adalah lokasi dihasilkannya Keluaran Kegiatan

pelaksanaan Kegiatan vang dapat berupa lokasi sampai
dengan kabupaten /kota dan/atau lokasi khusus lainnva.

Komponen adalah nomenklatur vang menggambarkan
aktivitas  yang  dilakukan  oleh  unit  kerja
Kementerian/Lembaga dalam  rangka  pencapaian
Keluaran Kegiatan

Kerangka Regulasi adalah perencanaan pembentukan
regulasi vang dibutuhkan oleh Kementerian/Lembaga
dalam rangka memfasilitas:, mendorong, dan mengatur
peritaku masyarakat dan penyvelenggera Negara dalam
rangka mencapa:! tujuan bernegara.

Pertemuan Dua Pihak adalah forum penelaahan dalam
rangka penvusunan rancangan Rensitra-KL dan
rancangan awal Renja-KL yang dihadiri olch Kementerian
Perencanaan dan Kementerian/Lembaga.

Pertemuan Tiga Pihak adalah forum penelaahan dalam
rangka penvusunan atay perubahan Renja-KL yang
dihadiri oleh Kementerian Perencanaan, Kementerian
Keuangan, dan Kementenian/Lembaga.

Forum Penyesuaian adalah pertemuan untuk melakukan
penvesualan rancangan Renstra-KL dengan Peraturan
Presiden mengenal RPJM Nasional.

Sistem Informas: Kolaberasi Perencanaan dan Informasi
Kinerja  Anggaran vang selapjutnya disebut Sistem
Informasi KRISNA adilah aplikas: vang bersifat web-based
vang memuat data perencanaan, penganggaran, dan
informasi kinerja.

39. Pagu ...
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Pagu Indikatif Kementerian/Lembaga vang selanjutnya
disebut Pagu Indikatif adalah indikasi pagu anggaran vang
akan dialokasikan kepada Kementerian/ Lembaga sebagai
pedoman dalam penyusunan Renja-KL.

Pagu Anggaran Kementerian/Lembaga yang selanjutnya
disebut Pagu Anggaran adalah batas terlinggl anggaran
vang dialokasikan kepada Kementerian/Lembaga dalam
rangka penvusunan REKA-K/L.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, vyang
selanjutnya disngkat APBN adalah rencana keuangan
tahunan pemerintahan Negara yang disetujui oleh Dewan
Perwakﬂan Rakyat.

Daftar Istan Pelaksanaan Anpparan vyang selanjutnya
discbut DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran
yang digunakan sebagai acuan pengguna anggaran dalam
mglaksanakan kegiatan pemerintahan sehagai
pelaksanaan APBN.

Sistem Informasi KRISNA-Rencana Strategis
Kementenan/Lembaga vang selanjutnya disebut Sistem
Informasi KRISNA-RENSTRAKL adalah subsistem darn
Sistem Informasi KRISNA vang memuat data Renstra KL,

Sistemn Informasi KRISNA-Rencana Kerja
Kementerian/Lembaga vang sclanjutnya disebut Sistem
[nformasi KRISNA-RENJAKL adalah subsistem dari Sistem
[nformasi KRISNA yang memual data perencanaan,
penganggaran, dan informasi kinerja Renja-KL,

Masyarakat adalah pelaku  pembangunan  yang
merupakan orang perseorangan, kelompok orang
termasuk masyvarakat hukum adat atau badan hukum
yang Dberkepentingan dengan kegiatan dan  hasil
pembangunan baik sebagai penanggung blaya, pelaku,
penerima manfaat, maupun penanggung risiko.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional vang selanjutnya
disebut Kementerian Perencanaan adalah kementerian
yang menyelenggurakan urusan pemerintahan di bidang
perencanaan pembangunan nasional.

47, Kementerian . . .
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Kementerian Keuangsn adalah kementerian vang
menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  di  bidang
keuangan. '

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional vyang
selanjutnya disebut Menteri Perencanaan adalah menter|
vang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
perencanaan pembangunan nasional.

Menteri Keuangan adalah menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Pasal 2

Peraturan Presiden ini merupakan pedoman bagi:

|,

b.

Kementerian/ Lembaga dalam menyusun duan mengubah
Renstra-KL dan Renja-KL;

Kementerian Perencanaan dalam melakukan penelaahan
dan persetujuan Rancangan Renstra-KL dan Renja-KL;

Kementerian Perencanaan dalam melakukan penelaahan
dan persetujuan usulan perubahan Renstra-KL dan
Renza- KL; dan

Kementenan Keuangan dalam melakukan penelazhan
Renja-KL dan persetujuan rancangan Renja-KL beserta
usulan perubahannva.

BAB I

PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN /LEMBAGA

SK No 253451 A

(1)

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

Kementerian/Lembaga wajib  menyusun Renstra-KL
dengan berdasarkan pada RPJM Nasional.

{2) Renstra-KL . . .
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Renstra-KL memuat

a. Visi

b. Misi;

c.  Tujuan;

d. Sasaran Stralegs;
c. Stralegi,

f. Kobijakan;

g- Program; dan

h. Kegatan,

sesual dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga
vang disusun berdasarkan pada RPJM Nasional dan
bersifut indikatif.

Selain muatan sebagaimana dimaksud pada avat (2)
Renstra-KL juga memuat Sasaran Proegram, Sasaran
Kegiatan, Indikator Kinerja, Target kinerja, dan kerangka
pendanaan.

Pasal 4

Visi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf
a berpedoman dan memperhatikan kesesuaian dengan visi
Presiden dan Wakil Presiden vang dimuat dalum RPIM
Nasional sesuai  dengen  tugas dan  fungsi
Kementerian/ Lembaga.

Misi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf
b berpedoman dan memperhatikan kesesuamn dengan
misi Preswden dan Wakil Presiden ydng dimuat dalam
RPJM Nasional sesual dengan tugas dan  fungsi
Kementerian/ Lembaga.

Tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2)
huruf ¢ dilengkapi dengan indikator Tujuan yang
diletapkan  dalam rangka  pencapaian | sasaran
Pembangunan Nasional dalam RPJM Nasional,

(4) Sasaran . . .
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Sasaran Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (2) huruf d dilengkapi dengan Indikator Kinerja
Sasaran Strategis scbagai Indikator Kinerja utama yang
ditetapkan dalam rangka pencapaian sasaran Prioritas
Pembangunan dalam RPJM Nasional dan digunakan
sebagai pengukuran kinerja Kementerian /Lembaga.

Strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 avat (2)
hurufl ¢ dan Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (2) huruf I disusun sésual penugasan vang
mencakup  arahan  Presiden dan/fatau  standar
pelaksanaan tugas dan fungsi yang wajb dipenuhi oleh
Kementerian/Lembaga sebagaimana dimuat dalam RPJM
Nasional.

Program scbagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2)
huruf B merupakan penugasan kepada
Kementerian/Lembaga vang mencakup arahan Presiden
dan/atau standar pclaksanaan tugas dan fungsi yang
wajib dipenuhi oleh Kementerian/Lembagi sebagaimana
dimuat dalam RP.JM Nasional.

Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 avat (2)
huruf h merupakan aktivitas vang dilaksanakan oleh
Kementenian/lembaga wuntuk menghasilkan Keluaran
Kegiatan yang mendukung Program sesual dengan
penugasan kepada Keménterian /lembaga vang mencakup
arahan Presiden dan/atau standar pelaksanaan tugas dan
fungsi yvang wajib dipenuhi oleh Kementerian/Lembaga
sebagaimana dimuat dalam RPJM Nasional.

Indikator Kinerja utama sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) dapal berupa Indikator Kinerja bersama antar
Kementenan/Lembaga dalam rangka pencapaian sasaran
Prioritas Pembangunan.

Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
avat (3] mencakup Indikator Kinerja Sasaran Strategis,
Indikator Kinerja Sasaran Program, Indikator Kinerja
Sasaran Kegiatan, dan  Indikator Kinerja Keluaran
Kegiatan,

Dalam hal Kementerian/Lembaga ditugaskan untuk
mengampu indikator Prioritas Pembangunan pada RPJIM
Nasional, Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud pada
avat |9) disusun dengan menggunakan nomenklatur yang
telah ditetapkan dalam Prioritas Pembangunan terkait.

{11) Sasaran . . .
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(11) Sasaran Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (2) huruf d, serta SBasaran Program, Sasaran Keglatan,
[ndikator Kinerjn, dan Target kinerja sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) disusun berdasarkan
penugasan yang mencakup arahan Presiden dan/atau
standar pelaksanian tugas dan fungsi vang wajib dipenuhi
oleh Kementenan/ Lembaga sebagaimana dimuatl dalam
RPJM Nasional.

[12) Kerangka pendansan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (3] dapat bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara danfatau sumber
pendanaan lainnve vang sah berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(13) Kerangka pendanaan sebagaimana dimaksud  dalam
Pasal 3 ayat (3] disusun dengan mempertimbangkan
optimalisasi sumber pendanaan nonpemerintah.

Pasal &
(1) Renstra-KL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)
disusun dalam bentuk:
a. dokumen; dan
b. data dan infoermasi.

{2) Sistematika penulisan dan muatan dokumen Renstra-KL
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum
dalam Lampiran | yang merupakan bagian tdak
terpisahkan dar Peraturan Presiden ini.

(3] Dats dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat {1]
huruf b merupaksn bagian vang tidak terpisahkan dari
dokumen sebagaimana dimaksud pada dvat (1) huruf a
dan ditbangkan dalam Sistem  Informasi  KRISNA-
RENSTRAKL.

Hagian Kedua
Manajemen Kinerja dalam Rencana Strategis Kementerian/Lembaga

Pasal &

{{} Dalam rangka mewujudkan kesinambungan
Pembangunan  Nasional, pUNyUSUNRAan Renstra KL
menerapkan sebagian cakupan manajemen kinerja, yaitu:

a. perencanaan .

SK No 253448 A
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8, perencanaan strategis; dan
b. pemantauan dan evaluasi.

Perencanaan strategis scbagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a dimuat dalam Renstra-KL yang terdiri atas:

a. perencanaan kinerja; dan
b. perencanaan pengelolaan sumber dava,

Perencanaan kinerja dalam Renstra-KL secbeagaimana
dimaksud pada ayat (2) hurul a memuat strukiur kinerja
meliputi Sasaran Strategis, Sasaran Program, Sasaran
Kegiatan, Indikator Kineria, dan Target kinerja.

Struktur kinerja dalam Renstra-KL  sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) mencakup:

@ arahan  Presiden yang ditugaskan kepada
Kementerian/Lembaga vang bersangkutan;

b.  pemenuhan standar pelaksandan tugas dan fungsi
yang wajib dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga
vang bersangkutan; dan/atau

€. penugasan pembangunan kewilayahan kepads
Kementerian/Lembaga sesuai dengan lokasi fokus
intervensi Kebijakan,

sebagaimana vang fercantum daiam RPJM Nasional.

Perencanaan pengelolaan sumber daya sebagaimana
dimaksud pada ayar (2) huruf b terdiri atas:

a. pencantuman Indikator Kinerja atas Prioritas
Pembangunan dalam RPJM Nasional mencakup:

1. arahan Presiden; dan/atau

2. pelaksianaan tugas dan fungsi
Kementerian/Lembags,

sebagai Indikator Kinerja dalam Renstra-KL;

b. peningkatan kualitas desain pelaksanaan Program,
serte kesiapan  dukungan Kementerian)Lembaga
dalam melaksanakan drahan Presiden:

¢. penyusunan identifikasi risiko pencapaian Sasaran
Strategis,

d. kesesuasian . . .
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d. kescsuaian Target dengan ketersediaan anpgaran
baik yang bersumber dari pemerintah Anggaran
Pendapatan  dan Belanja Nepara maupun
nonpemerinish sumber pendanaan lainhyva vang sah
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan

€.  pengelolaan orgarisas: dan sumber daya manusia.

Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada
avat (1) huruf b dilaksanakan scsuai dengan ketentuan
peraturan  perundang-undangan mengenal  sistem
akuntabilitas kineris pemerintah,

Penvusunan Renstra-KL scbagaimana dimaksud pada
ayat (1) tercantum dalam Lampiran | yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dar Peraturan Presiden ini.

Bagian Ketga

Tahapan Penvusungn

Rencana Strategis Kementerian/Lembaga

Paragraf 1
Umum

Pasal T

Tahapan penyvasunan HRenstra-KL sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 meliputi:

ai‘

om0 g

penyusunan Rancangan Teknokratik Renstra-KL;
penyusunan rancangan Renstra-KL;

penelaahan rancangan Renstra-KL;

penyesuaian rancangan Renstra-KL; dan

persetujuan rancangan Renstra-KL.

Paragraf 2 .
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Paragraf 2
Penyusunan Rancangan Teknokratik

Rencana Strategis Kementerian Lembaga

(n

(2)

(3)

(4)

{5)

Pasal 8

Kementerian /Lembaga melakukan penyusunan
Rancangan Teknokratik Renstra-KL untuk sekter vang
menjadi tigas dan kewenangannya.

Penyusunan  Rancangan  Teknokrattk  Renstra-KL
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
berdasarkan pada konsep Rancangan Teknokratik RPJM
Nasional.

Penyusunan  Rancangan. Teknokratik  Renstra-KL
sebagaimana dimaksud pada ayat [1) dapat dimulai pada
bulan November 2 (dua) tahun sebelum tahun pertama
periode Renstra-KL berkenaan,

Dalam rangka penvusunan Rancangan Teknokratik
Renstra-KL schagaimana dimaksud pada ayat (3),
Kementerian / Lembaga menghimpun:

a. hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan di sektor
yang sesuai dengan tugas dan kewenangannya; dan

b. aspirasi Masvarakar.

Kementeran/Lembaga berkoordinasi dengan Pemerintah
Daerah untuk mengdentifikasi pembagian tugas dalam
pencapaiarl  sasaran  Pembangunan  Nasional  sesuai
dengan Rancangan Teknokratik Renstra-KL di sektornya.

Evaluasi pelaksanaan pembangunan  sebagaimana
dimaksud pada avat (4) hurul a dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Aspirasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
hurufl b dapat diperoleh melalui:

4. Jorum konsuliasi publik;

b media cetak;

c. media elektronik; dan/atau

d. metode penjanngan aspirasi lainnva yang akuntabel.

Pasal 9 . . .
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Pasal 9

Kementerian  Perencanaan  menyampaikan  Rancangan
Teknokratik RPJM Nasional kepada Kementerian/Lembaga
schagat pedoman pemutakhiran Rancangan Teknokratik
Renstra-KL paling lambat pada bulan Januarn sebelum tahun
pertama pernode Renstra-KL berkenaan.

Paragrafl 3

Penyusunan Rancangan Rencana Strategis Kementerian /Lembaga
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I

12

(3)

I

(1)

(2}

(3)

Pasal 10

Kementerian / Lembaga melakukan penyusunan
rancangan awal Renstra-KL.

Penyusunan rancangan awal Renstra-KL sebagaimana
dimaksud pada avat (1) dilakukan setelahh Kemenlerian
Perencanaan menyampaikan konsep rancangan awal
RPJM Nasional kepada Kementerian/Lembaga.

Penyusunan rancangan awal Renstra-KL sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyesuaian
Rancangan Teknokratik Renstra-KL terhadap konscp
rancangan awal RPJM Nasional.

Dalam melakukan penyusunan rancangan awal Renstra-
KL, Kementenan/lLembagas melakukan pembahasan
dengan Kementerian Perencanaan untuk memastikan
kesclarasan rancangan awal Renstra-KL dengan konsep
rancangan awal RPJM Nasional

Pasal 11

Rementerian/Lembagn  melakukan  penyempurnaan
rancangan awal Renstra-KL sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10 menjadi rancangan Renstra-KL.

Rancangan Renstra-KL sebagaimana dimaksud pada avat
(1) disusun berdasarkan pada rancangan awal RPJM
Nasional,

Rancangan awal RPJM Nasional sebagaimana dimaksud
pada avat (2) disampaikan oleh Kementenan Perencanaan
kepada Kementerian/Lembaga paling lambat akhir bulan
Dktober sgbelum tahun pertama periode Renstra-KL
berkenaan.

(1) Kementerian . . .
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(4] Kementeridn/Lembaga menyampaikan Tancangan
Renstra-KL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada
Kementerian Perencanaan, untuk selanjutnya menjadi
bahan penelaahan,

Pasal 12

Ketentuan mengenal penyusunan Rancangan Teknokratik
Renstra-KL dan rancangan Renstra-KL sébagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 tercantum dalam
Lampiran | yang merupakan bagian tidak terpisahkan dar
Peraturan Presiden ini.

Paragrafl 4

Penelaahan Rancangan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga

SK No 257013 A

Pasdal 13

(1) Kementerian Perencanaan dan  Kementerian/Lembaga
melakukan Pertemuan Dua  Pihak dalam  rangka
penelaahan  rancangan  Renstra-KL  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 hurul ¢.

(2) Pertemuan Dua Pihak sebagaimana dimaksud pada
avat (1) dikoordinasikan olch Kementerian Perencanaan.

(3) Pertemuan Dua Pihak secbagaimana dimaksud pada
ayat (1) dimula) sejak disampaikannya rancangan Renstra:
KL scbagaimana dimaksud dalam Pasal 11 avat (4.

(4} Penelaghan rancangan Renstra-KL sebagaimana
dimaksud pada avat (1) dilakukan berdasarkan pada
rancangan awal RP.JM Nasional.

Pasal 14

Kementerian  Perencanaan  dan Kementeérian/Lembaga
melakukan penelashan rancangan Renstra-KL sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1] untuk memastikan:

a. Visi dan Misi merupakan penjabaran visi dan misi
Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana tertuang dalam
rancangan awial RPJM Nasional yang teiah disesuaikan
dengan tugas dan fungsi Kementerian/ Lembaga;

b. Tujuan . ., .
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Tujuan dan indikator Tujuan selaras dengan sasaran
Pembangunan Nasional dalam RPJM Nasional;

Sasaran Strategis mendukung pencapaian visi dan misi
Presidert dan Wakil Presiden serta berdasarkan pada
sasaran Prioritas Pembangunan dar/atau  kerangka
ekonomi makro dalam rancangan awal RPJM Nasional;

Kebijakan, Program, dan Kegiatan, koensisten dengan
kebijakan nasional dalam rancangan awal RPJM Nasional;

Program dan Kegiatan gesual dengan pembagian urusan
kewenangan pusat dan dacrah;

Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan mendukung
pencapaian sasaran Prioritas Pembangunan dalam
rancangan awal KPJM Nasional;

Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan sesuai dengan
kebijakan pengembangan wilayah dalam rancangan awal
RPJM Nasional, dalam hal Program dan Kegiatan terkair
dengan daerah;

Indikator Kinerja Sasaran Strategis, Indikator Kinerja
Program, dan Indikator Kinerja Kegiatun mendukung
pencapuian Indikator Kinerja pada Prioritas Pembangunan
dalam rancangan awal RPJM Nasional;

indikasi Keluaran Kegiatan prioritas
Kementerian/Lembaga beserta indikatornya mendukung
pencapaian Prioritas Pembangunan pada rancangan awal
RPJM Nasional,

muatan rancangan Renstra-Kl sesuai dengan tugas dan
fungsi Kementeran/Lembaga;

keterkaitan antara;

1. Tujuan dengan Sasaran Strategis
Kementerian/Lembaga;

Program dengan Sasaran Program,
Kegiatan dengan Sasaran Kegiatan; dan

Sasaran Strategis Kemenleran/Lembaga dengan
Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan.

sumber daya yang diperlukan secara keseluruhan layak
menurut kerangka ekonomi makro yang tertuang dalam
rancangan awal RPJIM Nasional;

m. kesesuaian . . .
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kesesuaian materi muatan Renstra-kL dengan materi
muatan RPIM Nasionual, termnasulk antara lain:

1. kesesuaian materi muatan Renstra-KL dengan Bab 'V
RPJM Nasional terkait pendanaan pembangunan;
dan

2. Kkesesuaian mater muatan Renstra-KL dengan Bab V1
RPJIM Nasional terkait pengendalian; evaluasi, dan
Lata kelvla data pembangunan dengin
memperhatikan manajemen kinerja dan manajemen
risiko;

materi muatan identifikasi risiko dalam Renstra-KL;

kesesuaian Kerangka Regulasi, kerangka kelembagaan,
dan kerangka pendanaan dengan tugas dan funpsi
Kementerian/Lembaga dalam rangka pencapaian Visi,
Misi, dan Tujuan Kementerian/Lembaga untuk
melaksanakan Pnoritas Pembangunan yang terdapat
dalam rancangan awal RP.JM Nasional;

kesesuaian Kerangka Regulasi Kementerian/Lembaga
pada runtangan Renstra-KL terhadap Kerangka Regulasi
nasional pada rancangan awal RPJM Nasional;

kesesuaian kerangka kelembagaan Kementerian/ Lembaga
pada rancangan Renstra-KL terhadap kerangka
kelembagaan nasional pada rancangan awal RPJIM
Nasional, dan

kesesuaian kerangka pendanaan Kementerian/Lembaga
pada rancangan Renstra-KL terhadap Arah Kebijakan dan
strategi pendanaan nasional serta kerangka ekonomi
makro pada rancangan awal RPJM Nasional.

Pasal 15

Hasll penelaahan dalam Pertemuan Dua  Pihak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14
dituangkan dalam dokumen berita acara hasil Pertemuan
Dua Pihak penelaahan rancangan Renstra-KL.

Kementerian Perencanaan mengoordinasikan perumusan
dokumen berita acara hasil Pertemuan Dua Pihak
penelaahan  rancangan  Rensira-KL  sebagaimana
dimaksud pada avart 1),

(3] Kementerian . . .
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Kementerian Perencanaan menyampaikan dokumen berita
acara hasil Pertemuan Dua Pihak penelaahan rancangan
Renstra-KL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada
Kementerian/ Lembaga,

Kementerian/Lembags melakukan perbaikan rancangan
Renstra-KL sesua; dengan berita acara hasil Pertemuan
Dua Pihak penelashan rancangan Renstra-KL.

Kementerian/Lembaga menvampaikan hasil perbaikan
rancangan Renstra-KL sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) kepada Kementerian Perencanaan paling lambat
minggu ketiga bulan November sebelum tahun pertama
periode Renstra-KL berkenaan.

Pardgral 5

Penyesuaian Rancangan Rencana Stratégls Kementeriun/ Lembaga

SK No 257010 A

(1)

(2)

i3)

[}

Pasal 16

Kementerian f Lembaga melakukan penvesuaian
rancangan Renstra-KL sebelum  ditetapkan  menjadi
Renstra-KL melalul Forum Penyesuaian.

Forum Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikoordinasikan oleh Kementernian Perencanasan.

Forum Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada avat (1)
dilaksanakan untuk menjaga keselarasan rencangan
Renstra-KL terhadap:

a. Peraturan Presiden mengenai RPJM Nasional; dan

b. hasil musyawarah perencanaan pembangunan
janpgka menengah nasional.

Dalam melaksanakan Forum Penvesualan sebagaimana
dimaksud pada avar (1), Kementerian Perencanaan
melibatkan:

a. kementerian  yang menyelenggarakan  urusan
pemerintahan di bidang aparatur negera, dalam
rangka memastikan keselarasan antar Sasaran
Strategis, Sasaran Program, Sasaran Kegiatan, dan
Indikator Kinerja pada rancangan Renstra-KL sebagai
bahan penilalan  kinerja Kementerian/Lembaga;
dan/atau

b. kementenian . . .
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b. kementerian vang menyelenggarakan  urusan
pemenntahan di bidang keuangan, dalam rangka
memastikan keselarasan indikasi pendanaan pada
Renstra-KL  dengan kerangka anggaran jangka
menengah.

Dalam melaksanakan Forum Penvesuaian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Kementerian Perencanaan juga
dapat melibatkan lembaga yang menvelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan
negard/daerah  dan  pembanpunan  nasional  untuk
memberikan pertimbangan rerkait:

a. konsistensi penuangan Keluaran Kegiatan yang
mendukung pencapaian Prioritas Pembangunan di
Renstra-KL berdasarkan RPJM Nasional; dan

b. konsistensi penuangan Keluaran Kegiatan lainnya
sesual tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga.

Dalam hal diperlukan, Kementenan Perencanaan juga
dapat melibatkan Kementerian/Lembaga lainnva dalam
Forum Penvesusian,

Forum Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dilaksanskan sejak ditetapkannya Peraturan
Presiden mengenai RPJM Nasional sampai dengan paling
lambat minggu periama bulan Agustus tahun pertama
periode Renstra-KL berkenaan.

Paragral 6

Persetujuan Rancangan Rencana Strategis Kementernan/Lembags
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(1

(2]

Pasal 17

Kementerian Perencanaan memberikan persetujuan atas
musatan rancangan Kenstra-KL mielalui:

a.  Forum Penyesugian scbapaimana dimaksud dalam
Pasal 16; dan

b.  Sistem Informasi KRISNA-RENSTRAKL.

Persetujuan sebapaimana  dimaksud peda ayat (1)
dituangkan secara tertulis melalui  surat  vang
disampaikan kepada Kementerian/Lembaga.

3] Surat ., ..
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Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
disampaikan kepada Kementerian/Lembaga paling lambat
pada minggu kedus bulan Agustus tahun pertama periode
Renstra-KL berkenaan.

Kementerian/Lembags menetapkan Renstra-KL setelah
mendapat  perseiujuan  Kementerian  Perencanaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), avat (2}, dan avat
(a).

Pasal 18

Ketentuan  mengenal  penelaghan, penyesualan, dan
persetujuan rancangan Renstra-KL sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 17 tercantum dalam
Lampiran Il yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Presiden in. '

BAB I

PENETAPAN RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN/LEMBAGA
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(1]

(2]

(1

Basal 19

Kementerian/Lembaga menetapkun rancangan Renstra-
KL yang telah mendapat persetujuan Kementerian
Perencanaan menjadi Renstra-KL dengan  Peraturan
Menteri/Peraturan  Kepala Lembaga paling lambat
8 (delapan] bulan setelah RPJM Nasional diundangkan.

Format Peraturan Menteri/Peraturan Kepala Lembaga
mengenal Renstra-KL sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tercantum dalam Lampiran Il yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dar Peraturan Presiden ini.

Pasal 20

Kementerian/Lembaga menvampaikan Renstra-KL yang
telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19
kepada Kementerian Perencanaan, kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam neger,
Kementerian  Keuangan, dan  kemenlerian  yang
menyvelenggarakan  urusan pemenntahan & bidang
aparatur negara.

(2] Kementerian , | .
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Kementenian,/ Lembaga menyampaikan Peraturan
Menteri/ Peraturan Kepala Lembaga mengenai Renstra-KL
meclalui:

d. surat Menteri/Kepala Lembaga; dan

b, mengunggah Peraturan Menteri/Peraturan Kepala

lembaga mengenai Renstra-KL  dalam  Sistem
Informasi KRISNA-RENSTRAKL.

Penyampaian Renstra-KL sebagaimana dimaksud pada
ayal (1) dilaksanakan paling lambat 3 (lima) hari kerja
setelah Peraturan Menteri/Peraturan Kepala Lembaga
diundangkan dalam Berite Negara.

Pasal 21

Ketentuan mengenai penetapan Renstra-KL sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 20 wreantum
dalam Lampiran Il vang merupakan bagian tidak lerpisahkan
dari Peraturan Presiden ini.

BAB IV

PFERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN /LEMBAGA
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(1)

12

(1)

Pasal 22

Renstra-KL  vang telah ditetapkan dalam Peraturan
Menteri/Peraturan Kepala Lembega dapat dilakukan
perubahan.

Perubahan Renstra-KL sebagaimana dimaksud pada avat
(1) dilakukan dengan tetap menjaga konsistensi terhadap
kebijakan sektor yang tertuang dalam dokumen RPIM
Nasional.

Pasal 23

Perubahan terhadap Renstra-KL sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 22 hanva dapat dilakukan dalam hal terdapat:

a. kebljakan pemernntah yvang dituangkan di dalam
Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan/atau
Peraturan Presiden yvang berdampak signifikan pada:

1. perubahan . . .
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l. perubahan tugas dan fungsi; dan/atau

2. perubahan Sasaran Strategis, Sasaran Program,
Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja;

b. kebijakan nasional terkait perencanaan dan
penganggaran, sepanjang berdampak signifikan pada
perubahan Sasaran Strategis, Sasaran Program,
Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja; dan/atau

¢. hasil pengendalian dan evaluasi terhadap Renstra-
KL.

Dalam hal terdapat usulan perubahan muatan Renstra-KL
selain  sebagalmana  dimaksud pada avar (1),
Kementerian/Lembaga menuangkan perubahan dalam
Renja-KL.

Pasal 24

Perubahan terhadap Renstra-KL scbagaimana dimaksud
dalam Pasal 23 ayat (1) dapat dilakukan untuk muatan:

@, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran
Strategis, heserta Target dan satuannva;

b. Program, Sasaran Program dan Indikator Kinerja
Program, beserta Target dan satuannya;

¢. Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja
Kegiatan, beserta Target dan satuannva;
d. Referensi Unit Kerja Eselon [ dan Unit Kerja Eselon 11;

e.  Unit kerja pelaksana dan/atau koordinator Program
dan/atau Kegiatan; dan/atau

f. Indikasi Keluaran Kegiatan,

Balam hal terdapat usulan perubahan muatan Renstra-KL
sebagaimana dimaksud pada ayat (1}, untuk penyesuaian
terhadap penilaian kinerja, Kementerian/Lembaga
menuangkan perubahan sebagaimana dimaksud dalam
Renja-KL.

Pasal 25 . . .
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Pasal 25

Penuangan perubahan dalam Renja-KL sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 23 ayal (2] dan Pasal 24 ayat (2) dimaknai sebagai
penyesuaian atas Renstra-KL scpanjang perubahan tersebut
tidaek bertentangan dengan:

(1)

(2)

(3)

(4]

(3)

(1)

Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategs, sesuai dengan
tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga; dan

penjabaran Prioritas Pembangunan, beserta sasaran dan
Indikator Kinerjanva dalam RPJM Nasional pada dokumen
perencanaan Pembangunan Nasional tahunan.

Pasal 26

Kementenan/Lembage menyampaikan usulan perubahan
Renstra-KL kepada Kementerian Perencanaan.

Kementerian  Percncanaan  melakukan  penelaahan
terhadap usulan perubahan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1).

Hasil penelaahan oleh Kementerian Perencanaan berupa:
a, menerima usulan perubahan; atau
b.  menolak usulan perubahan.

Dalam hal usulan perubahan diterima sebagaimana
dimaksud pada avat (3) huruf a, Kementerian Perencanaan
bersama dengan Kementerian/Lembaga melaksanakan
Pertemuan Dua Pihak perubahan Renstra-KL.

Dalam hal wusulan perubahan ditolak sebagaimana
dimaksud pada ayat (3] hurof b, Kementerian
Perencanaan menvampaikan alasan penolakan usulan
perubahan kepada Kementerian/Lembaga,

Pasal 27

Kementerian Perencanaan mengoordinasikan
pelaksanaan Pertemuan Dua Pihak dalam rangka
perubahan Renstra-KL  sebagaimanae dimaksud dalam
Pasal 26 avat (4)

(2] Dalam . . .
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Dalam hal terjadi perubahan Renstra-KL sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 23 avat (1] yang berdampak pada
kcrangka pendanaan, dalam Perlemuan Dua Pihak
scbagammana (imaksud pada ayat (1) Kementerian
Perencanaan melibatkan Kementerian Keuangan.

Dalam hal diperlukan, Kementerian Perencanaan dapat
melibatkan pihak terkail dalam pelaksanaan Pertemuan
Dua Pihak.

Pertemuan Dua Pihak dalam rangka perubahan Renstra-
KL dilaksanakan untuk membahas:

a, peraturan perundang-undangan atau  kebijakan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) yang
akan diterjemahkan dalam Renstra-KL; dan/atau

b. usulan terkait struktur data dan informasi yang perlu
disesuaikan dalam Renstra-KL.

Ketentuan mengenai pembahasan Pertemuan Duas Pihak
dalam rangka perubahan Renstra-KL. sebagaimana
dimaksud pada ayat (4}, tercantum dalam Lampiran [V
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Presiden irti.

Pasal 28

Hasil pembahasan pada Pertemuan Dus  Pihak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) dapat
berupea:

a. kesepakatan untuk mengubah muatan Renstra-KL;
dan/atau

b. kesepakatan untuk tidak mengubah muatan
Renstra-KL.

Hasil pembahasan pada Pertemuan Dua Pihak
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat |4)
dituangkan dalam dokumen berita acara hasil Pertemuan
Dua Pihak perubahan Renstra-KL.

Kementerian Per¢ncanaan mengoordinasikan perumusan
dokumen berita acara sebagaimans dimaksud pada
avat (2]

(4} Kementerian . . .
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Kementerian Perencanaan menyampaikan dokumen
berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada
Kementerian/Lembaga.

Dalam hal dokumen berita acara memuat kesepakatan
scbagaimana dimaksud pada ayat (1) hurul a,
Kementerian/ Lembage melakukan perbaikan Renstra-KL.

Berdasarkan hasil perbaikan Renstra-KL sebagaimana
dimaksud padas ayat [5), Kementerian Perencanaan
memberikan persetujuan atas perubahan Reristra-KL.

Dalam hal dokumen berita acara memuat kesepakatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huraf b, muatan
Renstra-Kl. sebagaimana tertuang dalam Peraturan
Menten/ Peraturan Kepala Lembaga mengenai Renstra-KL
tetap berlaku,

Pasal 29

Ketentuan mengenal penyampaian surat Kementerian
Perencanaan mengenal persetujuan  atas muatan
rancangan Renstra-KL sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 17 ayat (1) dan ayal (2) berlaku secara mutatis
mutandis untuk perubahan Renstra-KL.

Kemenlterian/ Lembaga menetapkan perubahan Renstra-
KL  setelah mendapat persetujuan  Kementenan
Perencanaan sebagaimana dimaksud pada avat (1).

Pasal 30

Ketentuan mengenal tata cara  Perubnhan Renstra-KL
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal
29 tercantum dalam Lampiran IV vang merupakan bagian tidak
terpisahkan dar Peramuran Presiden mi.

BABV ..
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PENYUSUNAN DAN PENELAAHAN RENCANA KERJA

(1)

(2)

(3)

(4]

KEMENTERIAN / LEMBAGA

Bagian Kesalu
Umum

Pasal 3]

Kementerian/Lembaga menyusun Renja-KL mengacy
pada pnoritas Pembangunan Nasional dan ketersediaan
anggaran yang sesual dengan tugas dan fungsinya.

Renja-Kl. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
sedikitf, memunt Kebijakan, Program, dan Kegiatan
pembangunan balk yang dilaksanakan langsung oleh
pemerintah dan/atau dengan mendorong partisipasi
Masyarakat.

Kebijakan, Program, dan Kegiatan pembangunan
schagaimana dimaksud pada ayar (2) dituangkan dalam
struktur dats perencanaan, paling sedikit terdin atas:

Visi;
Misi,
Sasaran Strategis,

i
b

&

d. Program;
¢. Kegiatan;

f. Keluaran Kegiatan;

g. Lokasi;

h. Komponen; dan

. indikasi alokasi dan sumber pendanaan.

Ketentuan  lebil lanjut  mengenal  struktur  data
perencanaan sebagaimana dimaksud pada avat (3) diatur
dalam Peraturan Menteri Perencanaan.

Bagian , . .
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Bagian Kedua

Tahapan Penyusunan dan Penclaahan

Rencana Kerja Kementerian/Lembaga

Paragraf 1
Kaidah Umum

Penyusunan Rencana Kerja Kementerian/ Lembuga

(1)

(2]

(3

(1)

(2)

Pasal 32
Tahapan penyusunan Renja-KL melipuu:
A. penyusunan rancangan awal Renja-KL;
b, penyusunan rancangan Renja-KL; dan

c. pemutakhiran rancangan Renja-KL menjadi Renja-
kL.

Dalam rangka penyusunan rancangen Renja KL dan

pemutakhiran rancangan Renja-KL menjadi Renja-KL

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hural b dan huruf e,

dilaksanakan penelaahan rancangan Renja-KL,

Penelaahan rancangan Renja-KL sebagaimana dimaksud
pada ayat (2] dilaksanakan oleh Kementerian Perencanaan
dan Kementerian Keuangan.

Paragral 2
Penyusunan Rancangan Awal
Rencana Kerja Kementerian/Lembaga

Pasal 33

Kementerian/Lembaga menyusun  rancangan  awal
Renja-KL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 avar (1)
huruf a.

Penyusunan rancangan awal Renja-KL sebagaimana
dimaksud pada aval (1) merupaksn bagan rangkalan
penyusunan rancangan awal RKP dan sural bersama
Menteri Perencanaan dan Menteri Keuangan tentang Pagu
Indikatif.

(3) Rancangan . . .
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(3} Rancangan awal Renja-KL sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapal disusun mulai bulan November satu tahun
sebelum tahun perencanaan sampal dengan  bulan
Februari tahurn perencanaarn,.

14) Rancangan awal Renja-KL sebagaimana dimaksud pada
ayat {1} disusun berdasarkan Peraturan
Menteri/Peraturan Kepala Lembaga tentang Renstra-KL.

(5] Rancangan awal Renja-KL sebagaimana dimaksud pada
ayvat (1) disusun dengan mempertimbangkan:

a. Peraturan Presiden lentlang RPJM Nasional;

b, tema, sasaran, Arah Kebijakan, dan Prioritas
Pembangunan;

c. hasil evaluasi pencapaian target kinerja dalam
Renja-Kl. tahun pelaksanaan;

d. rencana capaian kinerja berdasarkan Renja-KL tahun
perencanaan, dan

¢, oplimalisasi dan sinergi bauran pendanaan.

(5] Dalam rangka penyusunan rancangan awal Renja-KL,
Kementerian Perencanaan menyelenggarakan Pertemuan
Dua Pihak dengan Kementerian /Lembags.

(7] Pertemuan Dua Pihak sebagaimana dimaksud pada
ayat (6) dapat diawali mulal bulan November satu tahun
sebelum taln perencanaan,

Pasal 34

Menter: Perencanasn menvampaikan tema, sasaran, Arah
Kebijakan, dar Prioritas Pembangunar vang telah disetujui
Presiden kepada Kementerian/Lembaga sesual  dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fasal 35

(1] Kementerian/Lembaga melakukan penvesuaian terhadap
rancangan awal Renja-KL sesuai dengan hasil Pertemuan
Dua Pihak scbagaimana dimaksud dalam Pasal 33 avat (6)
cdan tema, sasaran, Arah Kebijakan, dan Prioritas
Pembangunan schagaimana dimaksud dalam Pasal 34.

{2) Rancanpgan . .
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Rancangan awal Renja-KI. sebagaimana dimaksud pada
ayat (1] menjadi salah satu bahan dalam tinjau ulang
angka dasar dan penyusunan Pagu Indikatil.

Paragraf 3

Penyusunan Rarcangan Rencana Kerja

Kementerian /Lembaga

Pasal 36

Kementerian/Lembaga  melakukan  penyvempurnaan
rancengan awal Renja-KL menjadi rancangan Renja-KL
setelah rancangan awal RKP dan surat bersama Menteri
Perencanaan dan Menteri Keuangan lentang Pagu
Indikatif disampaikan kepada Kementerian /Lembaga.

Rancangan Renja-KL scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
disusun berdasarkan:

a. Peraturan MentenjPeraluran Kepala Lembaga
reniang Renstra-KL; dan

b. Rancangan awal RKP,

Rancangan Rerija-KL scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
disusun mengacu pada!

a.  surat bersama Menteri Perencansan dan Menteri
Keuangan tentang Pagu Indikatif; dan

b. peraturan perundang undangan lainnva tlerkait
Kementerian /Lembaga.

Dalam hal diperlukan, Kementerian/Lembaga dapat
melibatkan aparat  pengawas  interm  pemerintah
Kementerian/Lembaga untuk melakukan reviu terhadap
Rancangan Renja-KL.

Kementerian /Lembags menyvampaikan Rancangan Renja-
KL kepada Kementerian Perencanaan dan Kementerian
Keuangan paling lambat mingeu kedua bulan April tahun
perencanaan

Rancangan Renja-kL sebagaimana dimaksud pada avat (1)
menjadi salah satu bahan dalam penyusunan Pagu
Anggaran,

Paragraf 4 . .



SK No 257027 A

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- N1-=

Paragraf 4

Pemutakhiran Rancangan Rencana Kerja menjadi

(1)

12)

13)

(1)

(2]

(3]

Rencana Kerja Kementerian/Lembaga

Pasal 37

Kementerian/Lembaga melakukan pemutakhiran
rancangan Renja-KL menjadi Renja-KL paling lambar 2
[dual mingeu setelah terbitnva sural bersama Menter
Perencanaan dan  Menteri Keuangan tentang Pagu
Anggaran,

Pemutakhiran Rancangan Renja-KL menjadi Renja-KL
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
herdasarkan pada Peraturan Presiden tentang RKP.
Pemutakhiran Rancangan Renja-KL menjadi Renja-KL
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
mengacu pada surat bersama Menteri Perencanaan dan
Menleri Keuangan tentang Pagu Anggaran.

Bagian Ketiga
Penelaahan Rancangan Rencana Kerja
Kementerian/ Lembaga

Pasal 38

Kementerian Perencanaan, Kementerian Keuangan, dan

Kementerian/Lembaga melakukan Pertemuan Tiga Pihak

dalam rangka penelushan rancangan Renja-KL.

Pertemuan 'Tiga Pihak sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) terdiri atas:

a. Pertemuan Tiga Pihak | dilaksanakan dalam rangka
penelaahan rancangan Renja-KL; dan

b.  Pertemuan Tiga Pihak Il dilaksanakan dalam rangka
pemutakhirsan  rancangan Renja-KL  menjadi
Renja-KL.

Perterriuan Tiga Pihak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dikoordinasikan oleh Kementerian Perencanaan,

(4} Hasal .
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Hasil Pertemuan Tiga Pihak dituangkan dalam catatan
hasil Pertemuan Tiga Pihak.

Dalam melaksanakan Pertermnmuan Tiga Pihak scbagaimana
dimaksud pada avat (1):

a. Kemenlerian Perencanaan melakukan penelaahan
dengan fokus utama pada:

1. ketepatan penuangan Prioritas Pembangunan
dan rmciannya pada rancangan Renja-KL;

2.  kewepalan sasaran dan indikator Program dan
Kegiatan; dan

3. kesesualan Keluaran Kegiatan prioritas beserta
target, lokasi dan alokasi di rancangan Renja-KL
terhadap  Prioritas  Pembangunan  pada
rancangan awil RKP, Peraturan Menteri
Perencanaan tentang rancangan RKP, dan/atau
Peraturan Presiden tentang RKP.

b. Kementerian Keuangan melakukan penelaahan
dengan fokus utame pada kesesuaian rancangan
Renja-KI. dengan kebijakan efisiensi dan efektivitas
belanja negara; dan

©. Kementerian/Lembaga memberikan usutan,
penjelasan, data, dan informasi yang dibutuhkan
dalam rangka penelaahan rancangan Renja-KL.

Pertemuan Tiga Pihak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) merupakan salah satu bentuk pelaksanaan
evaluas; pada lahap perencanaan fex-ante) atas Renja-KL.

Pasal 39

kKementenan/Lembaga melakukan perbaikan rancangan
Renja-KL berdasarkan hasil Pertemuan Tiga Pihak

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4).

Perbuailkan rancangan Renja-KL sebagaimana dimaksud
pada avat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dan penyusunan rancangan Renja-KL sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dan pemutakhiran
rancangan Renja KL sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 37 ayat (1).

Pasal 440 . , .
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Pasal 40

Dalam hal terdapat muatan vang tidak disepakati dalam
Pertemuan Tiga Pihak |1, rancangan Renja-KL
menggunakan Keluaran Kegiatan prioritas beserta target
dan alpkasinya vang tercantum dalam Peraturan Menteri
Perencanaan teniang rancangan RKP dan surat bersama
Menteri Perencamaan dan Menteri Keuangan tentang Pagu
Indikatif.

Dalam hal twerdapat muatan yang tidak disepakati dalam
Pertemuanr  Tiga Pihak [I, rancangan Renja-KL
mengeunakan Keluaran Kegiatan prioritas beserta target
dan alokasinya vang tercantum dalam Peraturan Presiden
tentang RKP dan surat bersama Menteri Perencanaan dan
Menteri Keuangan tentang Pagu Anggaran.

Pasal 41

Kementerian Perencanaan dan Kementerian Keuangan
memberikan persetujuan terhadap rancangan Renja-KL
berdasarkan hasil Pertemuan Tiga Pihak sebagaimana
dimaksud pada Pasal 38 ayat (4).

Muatan Renja-KL vang telah disetujui oleh Kementenan
Perencanaan dan Kementenan Keuangan menjadi dasar
dalam penvusunan:

a. RKAK/L; dan
b. perjanjian kinerja Kementernian/Lembaga.

Bagian Keempat

Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja Kementenan/ Lembaga

SK No 257163 A

pada Tahun Transisi Pemerintahan

Fazal 42

Penyusunan dan penelaahan Renja-KL se¢bapaimana dimaksud

dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 41 pada tahun transisi

pemerintahan dilakukan dengan memastikan:

&,

kesinambungan kebijakan peErEncanaan dan
penganggaran,
b. kesesuaian . . .
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kesesuaian dengan Visi, Misi, dan program Presiden untuk
pemerintahan baru; dan

keselarasan  kebijakan berdasarkan hasil koordinasi
antara pemermntahan lama dengan pemerintahan banu,

Pasal 43

Penyusunan dan Penelaahan Renja-KL pada masa transisi
pemerintahan  schagaimana dimaksud dalam Pasal 42
dilakukan dengan mempertimbangkan:

E.l

b.

Undang-Undang wntang RPUP  Nasional  periode
berkenaan;

Peraturan Presiden tentang RPJM Nasional periode
sebelumnya;

Peraturan Presiden tentang RPJM Nasional yang sedang
disusun sampai ditetapkan;

Peraturan Menteri/Peraturan Kepala Lembaga tentang
Renstra-KL periode sebelumnya; dan

Peraturan Menten/Peraturan Kepala Lembaga tentang
Renstra-KL yang sedang disusun sampai ditetapkan.

Praal 44

Ketentuan lebih lanjut mengenai tala cara penyvusunan dan
penelaahan Renja-KL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31
sampal dengan Pasal 43 diatur dalam Peraturan Menteri
Perencanaan,

BABR VI
PERUBAHAN RENCANA KERJA
KEMENTERIAN /LEMBAGA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 45 . ..
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Pasal 45

Kementerian/Lembaga dapat melakukan perubahan
Renja-KL pada periode tahun perencanaan dan/atau pada
periode tahun peliaksanaan.

Kementerian/Lembaga melakukan perubahan Renja-KL
untuk menjaga konsistensi muatan Renja-KL dengan data
dan informasi dokumen RKP, RKA K/L, DIPA, APBN,

danfatau APBN Perubahan.

Perubahian Renja-KL sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibahas dalam Pertemuan Tiga Pihak antara
Kementerian/Lembaga, Kementerian Perencanaan, dan
Kementerian Keuangan,

Bagian Kedun

Periode Perubahan Rencana Kerja Kementerian /Lembaga

(1]

(2)

Pasal 46

Perubshan Renja-KL pada periode perencanaan dilakukan
scielah seiesainya pemutakhiran rancangan Renja-KL
menjadi  Renja-KL.  sampai  dengan  akhir  tshun
perencanaan.

Perubahan Renja-KL sebagaimana dimaksud pada avat (1)
dilaksanakan untuk menyesuaikan dengari:

a. perubahan Renstra-KL;

b. perubahan struktur organisasi
Kementerian /Lembaga;

¢.  hasil penelaahan RKA K/L;
kebijakan Presiden;

alokasi anggaran hasil pembahasan dengan Dewan
Perwakilan Rakyat;

. kebijakan nasional terkait perencanaan  dan
penganggaran, dan/atau

g  perubahan lain yang terkait dengan informasi dalam
dokumen Renja-KL.

Pasal 47 . .
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Pasal 47

Perubahan Renja-KL pada periode pelaksanean dilakukan
sejak awal tahun pelaksanaan hingga akhir tahun
pelaksanaan.

Perubahan  Renju-KL  pada periode pelaksanaan
dilaksanakan untuk mengakomodasi adanya;

a. perubahan Renstra-KL;

b. perubahan struktur arganisasi
Kemeriterian / Lembaga;

¢. APBN Perubahan;

d. perubahan DIPA;

¢. pemutakhiran RKP;

f.  kebijakan Presiden;
kebijakan nasional terkait perencanaan dan
penganggaran;

h. proses sinkronisas: perencanaan dan pengatggaran;
dar /atau

i.  perubahan lain yang terkait dengan informasi dalam
dokumen Renja-KL.

Pasal 48

Kementenan/Lembaga niclakukan perubahan Renja-KL
berdasarkan hasil Pertemuan Tiga Pihak sebagaimana
dimaksud dalamn Pasal 45 ayat (3).

Kementerian Perencanaan dan Kementerian Keuangan
memberikan persetujuan terhadap perubahan Renja-KL
sebagaimana dimaksud pada ayat (1.

Pasal 49 . |
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Pasal 49

Ketentuan perubahan Renja-KL sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 45 sampai dengan Pasal 48 secara mutatis murandis
berlaku terhadap perubahan  Renja-KL dalam proses
sinkronisasi data perencanaan dan penganggaran.

Pasal 50

Ketzntuan lebik lanjut mengenai tata cara perubahan Renja-KL
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 sampai dengan
Pasal 49 diatur dalam Peraturan Menteri Perencanaan.

BAB VIl

PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENCANA STRATEGIS DAN

SK No 257021 A

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA

Pasal 51

(1} Pimpinan Kementerian/Lembaga melakukan
pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra-KL sesuai
tugas dan kewenangannya.

(2) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra-KL
scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:

a. menjamin dan menilai tercapainya setiap sasaran,

seliap Indikator Kinerja, dan Target
Kementerian/Lembaga yang tertuang dalam Renstra-
KL;

b, menilal efisiensi, efektivitas, manfaat, dampak, dan
keberlanjutan dari suatu program yang merupakan
penugasan kepada Kementerian/Lembaga vang
mencakup arahan Presiden dan/stau standar
pelaksanaan tugas dan fungsi yang wajib dipenuhi
vleh Kementerian/Lembaga scbagaimana dimuat
dalam RPJM Nasional; dan

€. menilal penerapan manajemen risiko Pemnbangunan
Nasional pada Kementerian/ Lembaga,

(3) Pengendahan . . .
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(3] Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada

(4]

()

el

(1)

[2)

ayat (1) diakukan melalui manajemen  risike
Pembangunan Nasional, kajian kelavakan, serta sistem
data, informasi, dan teknologi terintegrasi.

Evaluasi pelaksanaan Renstra-KL sebagaimana dimaksud

pada avat (1) dilakukan untuk menilai;

a. lanerja capaian Sasaran Strategis, Sasaran Program,
dan Sasaran Kegiatan;

b. laktor-faktor yang mendukung keberhasilan dan

menghambat pencapalan  kinerja Program dan
Kegiatan;

€. penerapan manajemen nisike Pembangunan Nasional
dalam Kementerian/Lembaga; dan

d. penerapan pembiayaan inovatif pemerintah dan
pembiayvasn nonpemerintah.

Evaluasi pelaksanaan Renstra-KL sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan:

a. pada tahun ke 3 pelaksanaan Renstra-KL; dan
b. pada tahun ke-5 pelaksanaan Renstra-KL.

Hasil pengendalian dan cvaluasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat dijadikan pertimbangan untuk
melakukan perubahan Renstra-KL.

Pasal 52

Pimpinan Kementerian/Lembaga melakukan
pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan
Renja-KL sesuai tugas dan kewenangannya.

Pemantauan  pelaksanaan  Renja-KL  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:

a. mengetahui perkembangan pelaksanaan Program
dan Kegiatan; dan

b. mengidentifikasi permasalahan dan hambatan vang
akan terjadi dan/atau telah terjadi dalam pencapaian
Program dan Kegiatan.

(3) Pengendalian . . .
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Pengendalian  pelaksanaan Renja-KL scbagaimana
dirnaksud pada ayar (1) dilakukan untuk:

a. menjamin  dan  memastikan agar pelaksanaan
Program dan Kegiatan betrjalan tepat waktu serta
aclaras dengan rencana yang tertuang dalam Renja-
KL;

b. menjamin dan menilai tercapainya kinerja Program
dan Kegiatan, beserta sasaran, Indikator Kinerja dan
Target vang tertuang dalam Renja-KL; dan

¢. menilai pencrapan manajemen risiko Pembangunan
Nasional pada Kementerian/Lembaga.

Evaluasi pelaksanaan Renja-KL scbagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan untuk:

a. menilal kinerja capaian Sasaran Stralegis, Sasaran
Program, dan Sasaran Kegiatan;

b. menganalisis  faktor-faktor yang  mendukung
keberhasilan dan menghambat pencapaian kinerja
Program dan Kegiatan; dan

€. menilal pericrapan manajemeén risiko Pembangunan
Nasional dalam Kementerian/Lembaga,

Pemantauan  pelaksanaan  Renja-KL  sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan sepanjang tahun

pelaksanaan.

Pengendabian  pelaksanaan  Renja-KL  scbagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan sepanjang tahun

pelaksanaan sesual kebutuhan.

Evaluasi pelaksansan Renja-KL sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan pada:

a. saat pelaksanaan Renja-KL, yaitu triwulan Il tahun
pelaksanaan Renja-KL; dan

b. pasca pelaksanaan Renja-KL, yaitu bulan Februari
selelah berakhirnya periode pelaksanaan Renja-KL.

Pasal 53 . | .
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Pasal 53

Teknis pengendalian dan evaluas: pelaksanaarn Renstra-KL dan
Renja-KL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dan Pasal 52
dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Perencanaan.

BAB VIII
SISTEM INFORMAS! KRISNA

Bagian Kesatu
Sistem Informasi KRISNA-RENSTRAKL

Pasal 54

Dalam rangka mendukung proses peniyusunan, penelaahan,
dan penubahan Renstra-KL, Kementerian Perencanaan dan
Kementerian/Lembaga  menggunakan  Sistem  Informasi
KRISNA-RENSTRAKL.

Pasal 35

Dalam rangka sinkronisasi prses perencanasan jangka
menengah dan tahunan di Kementerian/Lembaga, muatan
data dan informasi yang terdapat dalam Sistem Informasi
KRISNA-RENSTRAKL yang telah diletapkan menjadi Renstra-
KL sesuai ketentuan daiam Peraturan Presiden ini menjadi
dasar dalam penyusunan dan/atau perubahan Renja-KL.

Puasil 56

Dalam rangka sinkromisasi proses perencanaan dan
penganggaran Pembangunan Nasional, muatan data dan
informasi vang terdapat dalam Sistem Informasi KRISNA-
RENSTRAKL yvang telah disetujui Kementerian Peréncanasan
pada tluhepan penyesusian rancangan Renstra-KL menjadi
salah satu bahan dalam penyusunan Pagu Anggaran untuk
rahun anggaran kedua periode Renstra-KL.

Bagian . . .
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Bagian Kedua
Sistem Infurmasi KRISNA-RENJAKL

Pasa] 57

Dalam rangka mendukung proses penyusunan, penelaahan,
dan perubahan Renja-KL, Kementerian Perencanaan,
Kementenan Kewangan, dan Kementerian/Lembagsa
menggunakan Sistem Informasi KRISNA-RENJAKL.

Pasal 58

(1) Dalam rangka sinkronisasi proses perencanaan dan
penganggaran Pembangunan Nasional, muatan data dan
informasi yang terdapat dalam Sistem Informasi KRISNA-
RENJAKL yang telah disetujui Kementerian Perencanaan
dan Kemenlerian Keuangan menjadi dasar dalam
penyusunan RKA K/ L.

(2) Unruk mendukung sinkronisasi proses perencanasn dan
penganggaran Pembangunan Nasional sebagsimana
dimaksud pada avat (1), Kementerigan Perencanaan dan
Kementenan Keuangan melakukan interoperabilitas data
perencanaan dan penganggaran,

Pasal 59

Dalam rangka pengembangan sistem perencanaan dan
pPEnganggaran Pembangunan Nasional, Kementerian
Perencanaan dapat memfasilitasi layanan bagi pakai data
dengan sistem aplikasi Kementerian/ Lembaga,

Pasal 60

Kelentuan lebih lanjut mengenai penggunaan Sistem Informasi
KRISNA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 sampai dengan
Pasal 59 diatur dengan Peraturan Menteri Perencanaan.

BAB IX . ..
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BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 51

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku:

a.

maten muatarn rancangan Renstra-KL Tahun 2025—2029
yvang telah disusun oleh Kementerian/Lembaga sebelum
berlakunya Peraturan Presiden ini wajib menyesuaikan
dengan ketentuan Peraturan Presiden ini;

proses penvesualin dan persctujuan Rancangan Renstra-
KL Tahun 2025—2029 vang dilaksanakan berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata
cara penyusunan Rencana Strategis
Kementerian/Lembaga sebelum ditetapkannya Peraturan
Presiden ini tetap berlaku;

proses penyusunan dan penelaahan Renja-KL Tahun
Anggaran 2026 vang telah dilaksanakan sebelum
ditetapkannya Peraturan Presiden ini dinvatakan tetap
berlaku; dan

proses penyelesaian tahapan penyusunan dan penelaabian
Renja-KL  Tahun Anggaran 2026 vang belum
dilaksanakan, diselesaikan berdasarkan ketentuan
Pergruran Presiden ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

Peraturan  Presiden ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar. ..
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Agar setiap orang mengelahuinya, —memerintahkan
pengundangan Peraturan Presiden ini dengan

penempatannya dalam  Lembaran  Negara  Republik
Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juni 2025

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRABOWO SUBIANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juni 2025

MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRASETYD HADI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 114

Salinan sesual dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

i Bidang Perundang-undangan dan
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